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Abstract

The issue of drug abuse is a highly complex problem that requires comprehensive countermeasures
involving multidisciplinary and multisectoral collaboration, as well as active community participation, which
must be carried out continuously, consistently, and with commitment. The students of SMK Negeri 7
Pekanbaru were able to understand the material presented by the service team. Their level of understanding
was measured through the results of a questionnaire given during the activity. The questionnaire consisted of
"yes" and "no" answer choices, which were based on the material provided and presented by the service team.
Several issues and inquiries raised by participants regarding the dangers of drug abuse, as outlined in Law
Number 35 of 2009 on Narcotics, were successfully addressed during the legal counseling session. The
approach used to assist the partner in overcoming this issue, within the agreed timeframe of the service
program, was lectures/counseling accompanied by dialogue. The work procedure supporting this method
involved multiple sessions of lectures and discussions, conducted as needed by the partner, as long as it
remained within the program’s implementation period.

Keywords: counseling, narcotics, SMK Negeri 7 Pekanbaru

Abstrak

Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang
memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner,
multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan,
konsekuen, dan konsisten. Siswa SMK Negri 7 Pekanbaru mengetahui dapat memahami materi yang
disampaikan oleh tim pengabdian. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang
diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban ya dan
jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi yang
disampaikan oleh tim pengabdian. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta
terkait materi bahaya penyalahgunaaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dapat dijawab dengan baik pada saat penyuluhan hukum itu dilaksanakan. Pendekatan
untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu
realisasi pengabdian adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja untuk
mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam
beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program.

Kata kunci: penyuluhan, narkotika, SMK Negeri 7 Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer
dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah
penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di
perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan
Rumbai merupakan kecamatan dimana yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai
sendiri memiliki 9 (Sembilan) sekolah menengah, salah satu nya adalah SMK Negri 7 Pekanbaru.
Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman.
Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya
kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba
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merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara
komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta
masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan
konsisten.

Narkoba itu sendiri memiliki manfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau
digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai
peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat
luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap
serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengekspor.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Penegakan hukum pidana dapat ditujukan tidak hanya kepada masyarakat sebagai
pemakai narkoba tetapi juga ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, dan pengedar
narkoba. instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi aupun
distribusi narkoba.

Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang berkaitan
dengan narkotika juga berbeda. Ini bisa kita lihat menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika

Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika
dalam bentuk tanaman)

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam
bentuk bukan tanaman)

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan
miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
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(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka yang merupakan korban lahgun narkotika,
bisa direhab)

1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun;

b. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal
103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika

Pasal 60 UU RI No. 5 Tahun 1997:

1) Barang siapa: Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5,
atau Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak
memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau
Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada
departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksiud dalam
pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda
200juta rupiah.
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2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2
dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak
100 juta rupiah

3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat
2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak
60 juta rupiah

4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, 2,
3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta
rupiah

5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14
ayat (3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda
paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997

barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta

(pengguna)

Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997

1) barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan
jahat

2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah
sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)

Sanksi Pidana yang dapat diberikan menurut Undang-undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Pasal 196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan begitu beratnya sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku kejahatan dan
atau penyalahgunaan narkotika dan pengetahuan masyarakat yang kurang maka perlu
dilakukannya penyuluhan hukum agar masyarakat di SMK Negeri 7 Pekanbaru dapat terhindar
dari penyalahgunaan narkotika

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer
dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah
penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di
perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan
Rumbai merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai
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Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Sri Meranti.
Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman.
Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya
kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba
merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara
komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta
masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan
konsisten.

Narkoba itu sendiri memiliki manfaat bagi pengobatan, namun bila disalahgunakan atau
digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan terlebih lagi bila disertai
peredaran di jalur ilegal akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat
luas khususnya generasi muda. Indonesia saat ini tidak hanya sebagai transit perdagangan gelap
serta tujuan peredaran narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen dan pengekspor.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Undang Ini (Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Penegakan hukum pidana dapat ditujukan tidak hanya kepada masyarakat sebagai
pemakai narkoba tetapi juga ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, dan pengedar
narkoba. instansi peerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi aupun
distribusi narkoba. Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang
berkaitan dengan narkotika juga berbeda. Ini bisa kita lihat menurut Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika
Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam
bentuk tanaman)

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam
bentuk bukan tanaman)

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan
miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika)
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
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membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam
jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana
dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka yang merupakan korban lahgun narkotika, bisa
direhab)

(1) Setiap Penyalah Guna:
a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun;

b. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun; dan
¢. Narkotika Golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 ~dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau
terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi pidana bagi pelaku kejahatan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika

Pasal 60

UU RI No. 5 Tahun 1997:

(1) barang siapa:
Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 5, atau
Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar
dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, atau
Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada
departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksiud dalam pasal 9
ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah.
(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2
dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100
juta rupiah

(3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 2
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta
rupiah

(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1, 2, 3
dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah

(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat
(3), (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60
juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 bulan

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997

barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana
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dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta
(pengguna)

Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997

(1) barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, 62, dan pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat
(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah
sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)

Sanksi Pidana yang dapat diberikan menurut Undang-undang
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
Pasal196

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal197

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dengan begitu beratnya sanksi pidana yang di ancamkan kepada pelaku kejahatan dan
atau penyalahgunaan narkotika dan pengetahuan masyarakat yang kurang maka perlu
dilakukannya penyuluhan hukum agar masyarakat di SMK Negeri 7 Pekanbaru dapat terhindar
dari penyalahgunaan narkotika.

Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru belum banyak mengetahui tentang bagaimaana penegakan
hukum terhadap kasus penyalahgunaaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta
ancaman sanksi yang didapat apabila melakukan kejahatan dibidang tersebut. Siswa SMK Negeri
7 Pekanbaru perlu diberi pengetahuan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku
kejahatan agar terhindar dari atau tidak menjadai korban dari kejahatan dibidang narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai tindak pidana narkotika
membuat program pengabdian kepada masyarakat ini menjadi persoalan prioritas yang
disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman dan
pengetahuan tentang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika serta sanksi hukum yang
dapat di ancamkan kepada pelaku kejahatan dibidang narkotika. Sehingga setelah program ini
selesai, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar
terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Adapun konsepnya adalah berkaitan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru belum banyak mengetahui tentang bagaimaana penegakan
hukum terhadap kasus penyalahgunaaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta
ancaman sanksi yang didapat apabila melakukan kejahatan dibidang tersebut. Siswa SMK Negeri
7 Pekanbaru perlu diberi pengetahuan tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku
kejahatan agar terhindar dari atau tidak menjadai korban dari kejahatan dibidang narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya
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Minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengenai tindak pidana narkotika
membuat program pengabdian kepada masyarakat ini menjadi persoalan prioritas yang
disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman dan
pengetahuan tentang penegakan hukum penyalahgunaan narkotika serta sanksi hukum yang
dapat di ancamkan kepada pelaku kejahatan dibidang narkotika. Sehingga setelah program ini
selesai, masyarakat mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar
terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Adapun konsepnya adalah berkaitan Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang
dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, yaitu minimnya
pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika,
psikotropika dan zat adiktif lainnya agar masyarakat cepat tanggap jika terjadi tindak pidana
tersebut. Dengan demikian, dalam program pengabdian kepada masyarakat ini persoalan
prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan
pemahaman tentang aturan yang harus dipatuhi serta sanksi-sanksi yang akan didapatkan
apabila melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif agar
mitra kedepannya tidak menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya. Sehingga setelah program ini selesai, siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru
mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih berpikir logis agar tidak menjadi korban
dan terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif
lainnya.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program
yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program pengabdian kepada
masyarakat adalah ceramah/penyuluhan dan dialog. Adapun prosedur kerja untuk mendukung
metode yang ditawarkan adalah ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa
kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Partisipasi
mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan waktu dalam
pelaksanaan program. Untuk mengevaluasi tentang pemahaman siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru
tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sebelum
dan sesudah dilakukan kegiatan melalui kuisioner yang dibagikan. Evaluasi keberhasilan
kegiatan dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.

Prosedur kerja yang akan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu Pertama, tahap
persiapan. Persiapan ini difokuskan dengan menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan
untuk melaksanan kegiatan ini, studi literatur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait
untuk melakukan kegiatan.

Kedua, kunjungan ke lokasi untuk menentukan tempat (lokasi) kegiatanpenyuluhan.

Ketiga, perancangan slide penyuluhan hukum dengan mempersiapkan materi yang
akan ditampilkan dalam kegiatan. Slide diperbanyak sejumlah peserta yang terlibat dalam
kegiatan.

Keempat, pelaksana penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pelaksana dari Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning dengan memberikan materi mengenai pemahaman
terhadap bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru.

Teknik mengevaluasi dengan cara mengidentifikasi jumlah peserta dan sekaligus
memberikan kuesioner kepada peserta terkait dengan materi kegiatan sebelum dan sesudah
kegiatan. Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan ini, yakni 1) Terwujudnya kerja
sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak Kelurahan, 2) Jumlah peserta yang hadir minimal

P-ISSN | E-ISSN 42



SoSLA LI
Vol. 1, No. 1 Januari 2022, Hal. 34-49
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakar DOI: https://doi.org/10.31849 /sociali.v3i1.24448

50% dari undangan, 3) Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan antara pembicara dan peserta,
4) Meningkatnya pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya, 5)
Peningkatan pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan
sesudah kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian berupa evaluasi penyuluhan hukum terhadap bahaya
penyalahgunaan narkotika kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru adalah peningkatan edukasi
hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa
peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memahami materi yang disampaikan
oleh tim pengabdian masyarakat yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan pada saat
kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan
jawaban yang salah. Jawaban pada kuisioner terdapat dalam materi yang dibagikan dan materi
yang disampaikan oleh tim pengabdian.

Pelaksanaan penyuluhan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sesi pertama
menggunakan metode ceramah. Pemateri menyampaikan bahan/materidalam bentuk paparan
mengenai materi tentang edukasi hukum terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika.

Peserta penyuluhan yaitu siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mendengarkan dan
memperhatikan materi yang disampaikan pemateri. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai
dan materi diberikan, terlebih dahulu peserta peserta diberikan kuisioner dengan beberapa
pertanyaan mengenai materi tentang penyuluhan hukum terhadap bahaya
penyalahgunaan narkotika kepada siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru menurut Undang-
undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan kuisioner diawal penyampaian
materi ialah mengukur pengetahuan peserta.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa
penyampaian materi dan tanya jawab, peserta kemudian diberikan kuesioner kembali untuk
mengetahui pemahaman peserta setelah mendapatkan penyampaian materi. Rangkaian
kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatan pemahaman peserta kegiatan.
Indikasi keberhasilan dapat dilihat pada antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan sesuai dengan pengalaman peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis, 19 Desember 2024 di SMK Negeri 7
Pekanbaru. Kegiatan ini berhasil dengan tolak ukur sebagaiberikut:

a. Jumlah peserta yang hadir berjumlah 32 orang dari 32 undangan peserta.

b. Kerjasama peserta dan Tim Pelaksana Kegiatan berjalan lancar

C. Peserta kegiatan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari
pemaparan materi hingga sesi tanya jawab.

Pada pelaksanaan kegiatan terjadi interaksi berupa tanya jawab antara tim
pengabdian masyarakat dengan peserta. Pertanyaan diantaranya diajukan oleh Saudari
Annisa Nurul. Apakah definisi dari pengedar narkotika dan apa ancaman hukumannya? Tim
menjawab: Lilik Mulyadi dalam penelitiannya yang berjudul Pemidanaan Terhadap Pengedar
dan Pengguna Narkoba menjelaskan bahwa secara implisit dapat dikatakan bahwa, pengedar
narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerhan
narkotika/psikotoprika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan
berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan,
menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor
narkotika/psikotropika. Dapat disimpulkan definisi pengedar dapat diuraiakan perbuatan-
perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika, yakni:

a. yang menyalurkan narkotika
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yang menyerahkan narkotika
penjual narkotika
pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali
pengangkut narkotika
penyimpan narkotika
yang menguasai narkotika
yang menyediakan narkotika
i.  yang mengekspor dan/atau mengimpor narkotika

kesimpulannya, jika seseorang mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya
dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka seseorang
tersebut dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika.

Selanjutnya pertanyaan dari Wulan Suci Rahmadani yaitu Berapa lama hukuman
pidana dan denda bagi pemakai, pengedar dan bandar narkotika? Tim menjawab: Indonesia
dikenal memiliki peraturan yang sangat ketat terkait penyalahgunaan narkotika. Baik
pengedar maupun pemakai narkoba dihadapkan pada ancaman hukuman yang berat, yang
diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU ini dirancang untuk
memberantas penyalahgunaan narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap
generasi muda dan stabilitas sosial negara.

Pengedar narkoba dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas
peredaran narkotika ilegal. Berdasarkan UU Narkotika, pengedar bisa dihukum dengan sangat
berat. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa pengedar narkoba bisa dihukum
mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20
tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Berat hukuman
biasanya ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah narkotika yang diedarkan.

Sementara itu, pemakai narkoba tidak luput dari sanksi hukum. Pasal 127 UU
Narkotika menyatakan bahwa setiap pemakai narkotika dapat dihukum penjara paling lama 4
tahun. Namun, undang-undang juga memberikan ruang bagi rehabilitasi sebagai alternatif dari
hukuman penjara bagi pemakai yang mengaku kecanduan dan bersedia menjalani
pengobatan.

Indonesia juga mengakui pentingnya rehabilitasi dalam menangani masalah narkoba.
Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa pemakai narkotika yang kecanduan dapat
diarahkan ke institusi rehabilitasi untuk menjalani pengobatan dan pemulihan. Proses ini
tidak hanya membantu mengurangi populasi penjara tetapi juga memberikan kesempatan
kedua bagi para pecandu untuk kembali ke masyarakat.

Penegak hukum di Indonesia, termasuk polisi dan kejaksaan, memainkan peranan
penting dalam menjalankan ketentuan-ketentuan ini. Mereka bertanggung jawab dalam
mengidentifikasi, menangkap, dan memproses baik pengedar maupun pemakai narkoba
sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indonesia mengambil pendekatan yang keras dalam menangani masalah narkoba,
dengan fokus pada pemberantasan pengedar dan rehabilitasi untuk pemakai. Hukuman yang
berat bagi pengedar diharapkan dapat menjadi deteren yang efektif, sementara opsi
rehabilitasi bagi pemakai menunjukkan komitmen negara dalam pemulihan kesehatan dan
sosial warganya.

Pertanyaan selanjutnya oleh Saudara Alfarizi Hakim. Apa konsekuensi hukum yang
dapat dihadapi seseorang yang terbukti menggunakan narkoba? Tim menjawab di Indonesia
hukuman bagi pecandu dan pengedar narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35
tahun 2009 tetang Narkotika yang mana dalam Undang-undang tersebut mengatakan bahwa
pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan
sosial, hingga pidana mati.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau Brigjend. Pol. Untung Subagyo,
pada tahun 2019, provinsi riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi se-indonesia dalam
hal jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

S@ e a0 o

P-ISSN | E-ISSN 44



Vol. 1, No. 1 Januari 2022, Hal. 34-49
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakar DOI: https://doi.org/10.31849/sociali.v3i1.24448

Provinsi Riau menjadi salah satu jalur utama peredaran narkotika dari negara lain
masuk ke indonesia. pada tahun 2022, Kepolisian daerah riau berhasil mengungkap 1.869
kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan menangkap 2.768 orang pelaku tindak
pidana penyalahgunaan narkotika. jumlah tersebut mengalami kenaikan dari jumlah kasus
tindak pidana penyalahgunaan narkotika tahun 2021. kota pekanbaru sebagai ibukota
provinsi riau dijadikan pusat peredaran narkotika, yaitu di kelurahan kampung dalam
kecamatan senapelan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersifat transnasional karena dilakukan
dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan
organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban khususnya generasi muda
sehingga sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai
extra-ordinary crime. Provinsi riau merupakan salah satu jalur utama peredaran narkoba dari
luar negeri ke indonesia.

Pertanyaan selanjutnya oleh Muhammad Rafi. Apa yang menjadi dasar dalam
menentukan hukum penggunaan narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang
pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain
dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau
digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana
yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjadi
landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gambar 1. Narasumber dan peserta pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
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Gambar 2. Pelaksanaan PKM

1. Evaluasi Kegiatan

Pada kegiatan penyuluhan hukum tersebut, tim menyebarkan kuesioner pretest

dan post test yang bersifat tertutup (objektif):

Tabel 5.1 Pre Test:
No Pertanyaan Pilihan
YA TIDAK

1 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 18,75% 81,25%
mengetahui apa itu narkotika?

2 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 25% 75%
mengetahui dasar hukum
penyalahangunaan narkotika?

3 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 31,25% 68,75%
mengetahui apa ancaman pidana
kepada pengguna narkotika?

4 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 31,25% 68,75%
mengetahui ancaman pidana kepada
pengedar dan bandar narkotika?

P-ISSN | E-ISSN 46



Vol. 1, No. 1 Januari 2022, Hal. 34-49
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakar DOI: https://doi.org/10.31849 /sociali.v3i1.24448

Tabel 5.2. Post Test:

No Pertanyaan Pilihan
YA TIDAK

1 | Apakah remaja siswa SMK Negeri 7 100% 0%
Pekanbaru mengetahui apa itu
narkotika?

2 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 100% 0%
mengetahui dasar hukum
penyalahangunaan narkotika?

3 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 100% 0%
mengetahui apa ancaman pidana
kepada pengguna narkotika?

4 | Apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru 100% 0%
mengetahui ancaman pidana kepada
pengedar dan bandar narkotika?
Evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode kuisioner/angket
berjumlah 32. Tim penyuluhan menyebar enam belas kuisioner kepada peserta dan
peserta menjawab pertanyaan dalam kuisioner itu dengan cara melingkari jawaban yang
benar. Kuisioner dibagi dua kali, yaitu sebelum dan sesudah materi disampaikan.
Tujuannya ialah untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta pada saat materi
sebelum dan sesudah disampaikan. Pemahaman mereka dapat dilihat pada setiap
pertanyaan kuesioner sekaligus jawaban peserta.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta kegiatan yaitu siswa
SMK Negeri 7 Pekanbaru terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika menurut
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM diawali dengan pertanyaan
pertama pada kuisioner, yaitu apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui
apa itu narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK.
Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 6 orang atau 18,75% dari
jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 26 orang atau 81,25% dari
jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan
peserta untuk pertanyaan pertama pada kuisioner, yaitu apakah siswa SMK Negeri 7
Pekanbaru mengetahui apa itu narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut
adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu
semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan kedua pada
kuisioner, yaitu apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui dasar hukum
penyalahgunaan narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (4) YA (B)
TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 8 orang atau 25%
dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 24 orang atau 75% dari
jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil evaluasi pengetahuan
peserta untuk pertanyaan kedua pada kuisioner, yaitu apakah siswa SMK Negeri 7
Pekanbaru mengetahui dasar hukum penyalahgunaan narkotika? Pilihan jawaban atas
pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan menjawab pertanyan
dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan ketiga pada
kuisioner, apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman
pidana kepada pengguna narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (4)
YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 10 orang
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atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 22 orang
atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil
evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu apakah
siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada pengguna
narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK. Peserta
kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100 %).

Hasil evaluasi pengetahuan masyarakat peserta PKM pertanyaan keempat pada
kuisioner, apakah siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana
kepada pengedar dan bandar narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah
(A) YA (B) TIDAK. Peserta kegiatan yang menjawab jawaban YA adalah berjumlah 10
orang atau 31,25% dari jumlah peserta, sedangkan untuk jawaban TIDAK berjumlah 22
orang atau 68,75% dari jumlah peserta. Setelah mengikuti penyuluhan hukum PKM Hasil
evaluasi pengetahuan peserta untuk pertanyaan ketiga pada kuisioner, yaitu apakah
siswa SMK Negeri 7 Pekanbaru mengetahui apa ancaman pidana kepada pengedar
dan bandar narkotika? Pilihan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah (A) YA (B) TIDAK.
Peserta kegiatan menjawab pertanyan dengan benar yaitu semuanya menjawab YA (100
%).

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan
bahwa peserta penyuluhan antusias mengikuti semua rangkaian penyuluhan mulai dari
pemaparan materi hingga sesi tanya jawab, dimana selama ini mereka belum pernah
memperoleh informasi dan penjelasan dari pemateri yang berasal dari perguruan tinggi
ataupun pemerintah, hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh
peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. mengetahui dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.
Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuisioner yang diberikan
pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuisoner terdiri atas
pilihan jawaban ya dan jawaban tidak. Jawaban pada kuisioner terdapatdalam
materi yang dibagikan dan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian.

b. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait
materi bahaya penyalahgunaaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dijawab dengan baik pada saat
penyuluhan hukum itu dilaksanakan.
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